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RINGKASAN 

ERIKSON SINA GA, PERANAN PEN GA WASAN PENAGIHAN PAJAK P ADA 

KANTOR WTLAYAH DTREKTORAT .TENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA 

I MEDAN, (di Bawah Bimbingan Ors. H. Arifin Lubis, Ak., MM., Selaku 

Pembimbing I dan Hj. Saribulan Tambunan, SE., Selaku Pembimbing II) 

Penagihan pajak dapat berupa penagihan seketika dan sekaligus, melalui surat 

paksa, penyitaan, penyanderaan dan lelang. Pencairan tunggakan pajak melalui 

penagihan yang dilakukan Juru Sita Pajak Negara harus diawasi, karena jika tidak 

dilakukan pengawasan diindikasi kemungkinan akan terjadi penyelewengan. Artinya 

penyelewengan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun 

Juru Sita Negara. Hal ini akan berdampak berkurangnya penenmaan negara, 

akibatnya negara dirugikan dalam penerimaan pajak. 

Pentingnya pengawasan dalam penagihan pajak, adalah agar harta negara 

yang bersumber dari pajak dapat dilindungi. Hal ini dilakukan melalui pengawasan 

intern yaitu terhadap catatan atas laporan tunggakan pajak dari setiap Kantor 

Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I Medan. 

Pengawasa.Il dilakukan dengan cara memeriksa seluruh laporan tunggakan pajak yang 

dilaporkan setiap Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkannya dengan Surat Setoran 

Pajak. Dalam hal ini pengawasan penagihan pajak dilakukan oleh Bidang 

Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I Medan. Peranan Bidang ini hanya sebatas melakukan 

pemeriksaan atas kesesuaian seluruh laporan dari Kantor Pelayanan Pajak dengan 

Surat Setoran Pajak. Jika ditemukan adanya penyimpangan, hal ini dilaporkan ke 
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Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I Medan untuk ditindak 

lanjuti. 

Penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Su:iiatera Utara I Medan, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

"Apakah peranan pengawasan penagihan pajak di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan sudah berjalan dengan baik? 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peranan Pengawasan Penagihan Pajak 

di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan telah 

dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari : 

1. Kecurangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kelompok Tenaga 

Fungsional Kantor Wilayah dengan Wajib Pajak yang bermasalah dapat dicegah. 

2. Administrasi Kantor Pelayanan Pajak dan Kelompok Tenaga Fungsional Kantor 

Wilayah berjalan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga 

diperoleh data yang akurat dan benar. 

3. Kantor Pelayanan Pajak dan Kelompok Tenaga Fungsional Kantor Wilayah 

melakukan penagihan melalui Surat Paksa atau melalui lelang, sehingga pajak 

yang tertunggak dapat masuk ke kas negara. 

4. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti terhadap penga1uan surat permohonan 

pencegahan dan atau pencabutan pencegahan ke luar negeri terhadap penanggung 

pajak, hal ini diakukan agar Wajib Pajak bermasalah tidak dapat melarikan diri ke 

luar negeri. 

11 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat 
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kekurangannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu 

penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya 

membangun demi kesempumaan skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang 
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6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan 

beserta teman-teman dan staf serta karyawan yang membantu dalam perolehan 

data. 

7. Yang tercinta A yahanda dan Ibunda ku, dari hati yang paling dalam penulis 

mengucapkan terima kasih yang tak terl1ingga atas nasihat, bimbingan dan doanya 

selama ini kepada penulis. 
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penulisan skripsi. 
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kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat 
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A. Alasan Pemilihan Judul 

BABI 

PENDAHULUAN 

Salah satu penerimaan negara dari sektor pajak adalah pencairan tunggakan 

yang dilakukan melalui penagihan pajak. Dimana penagihan pajak merupakan hal 

yang sangat penting dalam penerimaan pajak, karena pencairan tunggakan pajak 

langsung diterima negara melalui kinerja petugas pajak. Petugas yang berperan aktif 

dalam pencairan tunggakan pajak adalah Juru Sita Pajak Negara yang terdapat di 

setiap Kantor Pelayanan Pajak. 

Penagihan pajak dapat berupa penagihan seketika dan sekaligus, melalui surat 

paksa, penyitaan, penyanderaan dan lelang. Pencairan tunggakan pajak melalui 

penagihan yang dilakukan Juru Sita Pajak N egara hams diawasi, karena jika tidak 

dilakukan pengawasan diindikasi kemungkinan akan terjadi penyelewengan. Artinya 

penyelewengan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun 

Juru Sita N egara. Hal ini akan berdampak berkurangnya penenmaan negara, 

akibatnya negara dirugikan dalam penerimaan pajak. 

Pentingnya pengawasan dalam penagihan pajak, adalah agar harta negara 

yang bersumber dari pajak dapat dilindungi. Hal ini dilakukan melalui pengawasan 

intern yaitu terhadap catatan atas laporan tunggakan pajak dari setiap Kantor 

Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah D irektorat Jenderal Pajak Sumatera I Medan. 

Pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa seluruh laporan tunggakan pajak yang 

dilaporkan setiap Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkannya dengan Surat Setoran 
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Pajak. Dalam hal ini pengawasan penagihan pajak dilakukan oleh Bidang 

Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I Medan. Peranan Bidang ini hanya sebatas melakukan 

pemeriksaan
_ 

atas kesesuaian seluruh laporan dari Kantor Pelayanan Pajak dengan 

Surat Setoran Pajak. Jika ditemukan adanya penyimpangan, hal ini dilaporkan ke 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I Medan untuk ditindak 

lanjuti. 

Dipilihnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan 

sebagai objek penelitian, karena sering terdapat ketidaksesuaian antara laporan setiap 

Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Setoran Pajak. Atas dasar ini maka penulis 

menjadikan suatu dasar pembahasan dalam penelitian dengan memilih judul : 

Peranan Pengawasan Penagihan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Utara I Medan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan, maka penulis mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut: "Apakah peranan pengawasan penagihan pajak di 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan sudah berjalan 

dengan baik? 

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Terbatasnya sumber daya yang dimiliki, baik waktu, dana dan pengetahuan 

serta untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan ini, maka 

penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada peranan pengawasan 

penagihan pajak saja. 
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